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MOTTO 

 

Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Hanya ide yang berakar 

ke bumi yang mungkin tumbuh dengan baik. 

(Soe Hok Gie) 

 

Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya 

dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya. Dan mencintai 

tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama 

rakyatnya dari dekat. 

(Soe Hok Gie) 

 

Pada akhirnya aku berkeyakinan bahwa ketika Tuhan menempatkan aku di awal 

perjalanan ini, Dia jugalah yang akan menuntun aku hingga akhirnya. Aku tidak akan 

dibawa-Nya sejauh ini hanya untuk kegagalan.  

(Sahabat Welfare UAJY 2011) 

 

Bukalah mulutmu, berilah keputusan secara adil, dan berilah keadilan kepada yang 

tertindas dan miskin. 

(Amsal 31: 9) 
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KATA PENGANTAR 

 

Guna membentuk negara yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks ini adalah 

Perda tentang APBD pada era reformasi terasa meningkat seiring dengan situasi 

politik yang semakin terbuka dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Melalui 

gerakan reformasi tahun 1998, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 

berdemokrasi di Indonesia.  

Sehubungan dengan pembentukan Perda tentang APBD, sudah seharusnya 

penyelenggaraan pembangunan di Daerah saat ini membuka seluas-luasnya forum 

partisipatif antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya. 

Semakin menguatnya kedudukan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu 

juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. 

Apalagi pada dasarnya, setiap kebijakan tentunya dibiayai oleh anggaran.  

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang meliputi pendefinisian masalah, 

pemetaan masalah, dan penentuan kelompok sasaran harus diletakkan dalam konteks 

isi atau substansi sebagai pengukur kualitas kebijakan. Sebagai indikator pokok 

mekanisme kebijakan publik, rangkaian proses tersebut seharusnya menjadi poros 

kebijakan dan arah pembangunan di Daerah yang dimungkinkan dapat tercapainya 

partisipasi masyarakat. Segala hal yang dimasukkan dalam tahap penyusunan 

merupakan suatu proses lanjutan dari apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam 
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tahap perencanaan. Sebagai instrumen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

tahap perencanaan juga seharusnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk 

melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Tesis ini ditulis dengan asumsi bahwa keberadaan negara adalah untuk rakyat, 

bukan rakyat untuk negara. Relasi negara dan masyarakat perlu dimaknai sebagai 

wujud nyata gerakan reformasi. Dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kebijakan publik, rakyat perlu dilibatkan. Dengan demikian, rakyat terus 

terlibat secara berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika rakyat 

pada rezim sebelumnya hanya dilihat sebagai obyek, maka momentum reformasi 

menjadikan rakyat sekaligus sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, bagi Penulis, Tesis dengan judul 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dirasakan sangat menarik selain 

merupakan isu-isu faktual dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah 

belakangan ini. Dalam Tesis ini akan dibahas secara komprehensif mengenai 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut. Hanya saja fokus penelitian ini kajiannya terbatas pada Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis ini kemudian 
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bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus Penulis mengucapkan terima 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah 

Istimewa Yogykarta. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu 

Pertama, bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

tentang APBD di DIY. Kedua, hambatan-hambatan apa yang dihadapi. Ketiga, upaya 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis ketiga persoalan tersebut.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan 

pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan politik 

hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Bahan 

dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh 

langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber 

serta diperoleh dari bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini 

menggunakan deduktif. Teori Perundang-undangan, Teori Otonomi Daerah, dan 

Teori Partisipasi Masyarakat digunakan untuk menganalisis penelitian. 

 

 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah, APBD DIY.  
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ABSTRACT 

 

This research entitled Public Participation in the Drafting of the Local 

Regulations of the Local Budget (APBD) of the Special Area of Yogyakarta (DIY). 

There were three main problems discussed in the research. First, Public 

Participation in the Drafting the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of 

DIY. Second, the barriers on Public Participation during the Drafting of the Local 

Regulations of the Local Budget (APBD) of DIY. Third, the efforts that had to be 

done to overcome the barriers on Public Participation Implementation in Drafting of 

the Local Regulations of the Local Budget (APBD) of DIY. The objectives of this 

research were to find out and to analyze the three main problems stated.  

This research is a normative research and it uses the law political approach, 

statute approach, and historical approach. The sources of the data are taken from 

secondary data which consists of primary law material and secondary law material. 

The data collecting methods are by doing a library research and interviews. The 

deductive way of thinking process is used to draw the conclusion. The statute theory, 

the autonomy regional theory, and the public participation theory is used as the 

analysis tool to study the research finding.  

 

 

Key Words: Public Participation, the Drafting of the Local Regulations, the Local 

Budget (APBD) of DIY.  




